
GUBERNUR DAERAH lSTlMF.WA YOGYAl�ARTA 

PERATURAN (;UBERNlJR DAERAH fSTIMEWA Y0GYAKARTA 
NOMOR --20. n -;-,'Jflul'I ..J!oob 

1.1enim bang: 

TENTANG 
PEMBf.i.:NTUKAN DEWAN RISET DAERAH 

PROPINSI DAERAH lSTIME,VA YOGY AKART A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GU BERN UR DAERAH ISTIMEW A YOGY AKARTA, 

a. bahwa perumusan prior;tas dan program utama berbagai aspek kebijakan
penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan
tcknologi sangat pc11ting di dacrah;

b. bahwa dengan Keputusan Gubernur Daerah lstimewa Y ogyakarta Nomor
l 87/SK/1999 telah dibentuk Badan Pengembangan Tcknologi dan Inovasi
Yogyakarta yang dal&m pelaksanaan tugasnya belum optimal kare;ia
ketertn:asan wev ( nanf,.

c. bahwa Pcmcrintah Dacrah dala111 merumuskan arah, pnontas, kehijakan
penclitian dan pcngembangan serta penerapan ilmu pengetahuc1ri Jan
teknologi perlu mempcrhatikan pemikiran dan pandangrn dJ.ri pihak-pihak
yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang dihimpun dalam suatu wadah lemhaga yang bersifat nun-struktural;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dimaksud dalam huruf a, h
dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
tcntan•• Pernbcntukan Dewai1 Riset Daerah Propinsi Daerah lstimewa
Y ogyakarta;

I. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Uaerah
Tstimewa Yogyakaita Jo Peraturan Pemerintah Norn�r 31 Tahur• 1950
sebagaimana telah diubah dan d'tambah t�rakhir dengan Undang-un<lang
Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan ilmu Pengetalluan dan Teknologi;

3. Undang-undang Nomor 32 Tal...in 2004 tentang Pemerintahan Daerah

i:,·· 
... .. . _ • ..ih diubah dengan Undang-undang Nornor 8 Tahun 2005

tcntang Penctapan Peraturan Pemet intah Pengganti Undang- undang Nowor
3 Tahun 2005 tcntang Perubahan atas UnC:ang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemcrintahan Daerah menjadi Undang-undang;

4. Puaturn11 Pemerinld.h 1 fomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

5. Pcraturan Pcmcrintah No1ror 58 Tahun 2005 tcntang ')cngclolaan Keuangan
Daerah;



pergub-ci1d 

6. Pcraturan Presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;

7. Peratu,an Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogya1�arta l' 1omor 3 Tahun
2003 tentang Pokok-pokok Pengclolaan Keuangan Daerah jo. Prraturan
Dacr�h Propinsi Dacrah lstimcwa Yogyakarta Nomor 7 T,•hun 2004;

MEMUTUSKAN: 

  PERATURAN GUBERNUR DAERAJJ ISTIMEWA YOGYAKARTA 
TENTANG PEMBENTUKAN DEW AN Rt� ET DAERAH PROPINSI 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal I 

Da: ,1,1 l eraturan ini, yang dimaksud dcngan : 
1. l a�··?!) adalah Propinsi Daerah lstimewa Yogyak'llta;
') l'e"J.crintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 
1. ( uLemur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yog·,akarta;
4. 1 kwan Riset Dacrah adalah Dewan ".lisct Daerah di Propinsi Dacrah Istimewa Yogyakarta

var6 sclanjutnya disebut ORD;
�- [1P ·'1 adalah Dewan Risct Nasion<'I; 
b. Da)>C la adalah Badan P<.;fcncanaan Dacrah Propinsi Dacrah lstimcwa Yogyakarta.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

ivf, I � 1c dibentuknya ORD adalah dalam rangka mernbcrdayakan lembaga penelitian dan 
pent::Lml.Jangan yang ada di Daerah. 

Pasal 3 

1 uj, an J1bentuknya ORD adalah untuk mengkoordinasikan dan mcnjadi forum para pakar d.ierah 
dalar1 n1cmberi masukan bagi penyusunan prioritas pembangunan Daerah; 

BAB III 

PEMBENTUKAN DAN 1 )RGANISASI 
Bagian Pertama 
Pembentukan 

Pasal 4 

Deng:m Peraturan ini dibcntuk ORD Propinsi Dacrah lstimewa Yogyakarta yang merupakan 
lemhag& non struktural. 

Bagian Kedua 
K'!dudukan, rungsi dan Tugas 

Pasal 5 

DRD '.Jcrkedudukan di bawah dan hertanggungjawab kepad? Gubernur. 
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Pasal 6 

CP l) 1w·mpunyai fungsi mcmbanlu Gubernur dalam mencnlukan prioritas program dukungan 
risri la.1 ilmu pcngetahuan dan tcknologi. mernmuskan kcbijakan kclcmb ... gaan pengemb1ngan 
ilm•• ;-ic 16ctahuan dan Leknologi, analisis kcmampuan ilmu pcn6ctahuan dan teknologi daernh. 
rnc11e1111pung kcpcntingan stakeholder, evaluasi proses difusi ilmu pcngetahuan da;i teknologi 
scr4 2 ;,cnilaian program dacrah di bidang pcngcmbangan dan pcncrapan ilmu pengctahuan dan 
tekticlJ �i untuk pembangunan. 

Pasal 7 

Unt 1k n:elaksan:ikan fungsi scbagaimana d1maksud P< sal 6, DRO mempunyai tugas: 
a. I 1emantau kemajuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan berbagai cabang ilmu

pt!ngetahuan dan teknologi di daerah;
b. Me11gevaluasi kincrja prasarana dan pcrtumbuhan serta keterkaitan unsur ilmu pengetahuan

c!ai• ter.nologi serta mengkaji pengaruhnya bagi pembangunan daerah;
c. Mengkaji prioritas dan mengagendakan pelaksanaan kebijakan dan program pem�rintah

ri,•bm mendayagunakan sumbcrJaya risct dan tcknologi sccara cfcktif di dacrah.
d. Mc:iyusun prioritas utama ri�et dan tcknologi daerah khususnya yang terkait dengan

r,�r.elitian, pcngcmbangan dan rekayasa untuk mcmpcrkuat pcrwujudan otonomi dacrah di
uic..u1g ilmu pengetahuan dan tei<nologi demi kebl rhasilan pcrnbangunan di daerah.

c. i\ fombcri pcrtirnbangan kcpada Gubcrnur untuk mcmecahkan masalah pcmbani;unan <!aerah
yai1g berkelanjutan melalui riset dan tcknologi.

f. l\'iergambil prak.arsa untuk meng::!mbangkan pusat basis data sumber daya daerah seb&gai
titik simpul dari jaringan system i 1forrnasi nasional, serta pusat teknologi daerah s�bagai
incnbator industri kecil dan menengah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;

g. l\kmberikan pelayanan dan perlindungan yang tcrkait dengan pengembangan teknologi daa
IP.ovasi serta implementasinya dalam kegiatan usaha di Propinsi Daerah lstirnewa
Yogy�arta.

(1) Qr�ar�isasi DRD terdiri dari:
! . Ketua
'> '.Vakil Ketua

t, . \nggota 

Bagian Ketip,a 
Susunan Organisasi 

Pasal 8 

(2) r: dJa. Wakil Ketua, Sekretaris, hcrsama dua orang anggota m.!rupakan Badan pekerja DllD.
(J) !(c�d.l, Wakil Ketua, Sekretaris scbagai pimpinan ORD bersama-sama anggota merupak.an

J,«, i7)t.I na DRO.
(4) I ,, 11t,k mclaksanakan suatu tugas khusus DRD dar 1 t mcmbcntuk Panitia /\ti lloc yang terdiri

Jr ·i anggota DRD dan pakar lain yang bukan anGgvta ORD.
(5) 1)<!lum pelaksanaan kcgiatan DRD didukung olch suatu sekrctariat yang dipimpin s:;orang

''ekrc aris.
(6) ;\w11. struktur organisasi ORD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat 
fungsi dan Tugas 

Pasal 9 

(I) . :e m m,�mpunyai fungsi mcmimpin ORD
(2) , J ,tuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ketua nempunyai tugas:

,. Menctapkan rencana dan program kerja;
� Menyusun pedomr.n pelaksanaan kcgiatan;
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�- Memimpin Rapat Paripurna DRD, Rapat Badan Pekerja DRD; 
d. Mcnjalin serta menyelenggarakan kerja sama DRD dengan mitra kerjanya;

perguh-drd 

'!. Mengawasi, mengendalibn, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan �r0grar.1
DRD;

Pasal 10 

(1) \\io1cil ketua mempunyai fungsi membantu ketua ORD
(2) i.Jntuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) wakil ketua r1empunyai tugas:

... membantu ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD·
u \ttewakili ketua bila yang bersangkutan berh.J:rngan bertugas;

Pasal 11 

(1) �i-+..-etariat mempunyai fungsi memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian.
('.L� L!ntal: melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sekretariat mempunyai tugas:

� ivf eJaksanakan koordinasi penyiapan bahan pe11yusunan rencana dan program kerja serta 
�edoman nelaks�mrnn kePiatan; 

'.., tv1engkordinas1kan pemberian dukungan operasional; 
,., . �relaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi, 
J. 11embantu penyelenggaraan kerjasama DRD dengan mitra kerjanya;
�- Menyusun laporrn pclaksanaan kegiatan DRD. 

(3) ,.;k1.!taris ORD adalah Kepala Bidang Pcngcndalian Bap1..Ja.

BAB JV 
MEKANISML PENGP.LOLAAN 

Bagian Pertama 
Kcanggotaan 

Pasal 12 

(1) ,\,11;gota ORD diangkat dcngan Keputusan Gubernur melalui konsultasi antara Gd.>ernur,
P...:,guruan Tinggi setempat dan lembaga litbang serta cerdik crndekia setempat.

1..2) A 1ggota DRD sebagaimana yang dimaksud dala rn ayat (1) adalah warga Nega.a Incionesia 
y:->n!; mcmenuhi kriteria sebagaimana ditcntukan DKN. 

(3) r .. n,lah anggota ORD disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
(4) 1' 11?c::a bakti anggota DRD adalah 5 (lima) tahun da 1 dapat diangkat kembali.
�)' ,,; c:u-a cxofficio kctua ORD adalah merupakan anggota ORN;

Bagian Kcdua 
Pembiayaan 

Pasal 13 

(.3) Bck.nj<1 operasional DRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mr::lalui 
Ih1pt!da dan sumber dana lain. 

Bagian Ketiga 
Mekanisme Kc rja 

Pasal 14 
(I) [)alam melaksanakan tugas, anggota DRL diorganisasikan dalam satuan yang

e1 s•1bordinasi bertingkat
o. Rapat Paripurna DRD melaksanakan rapat minimum 4 (empat) kali setahun;
11. Rapat Badan Pekerja ORD melaksarakan rapat minimum sekali dalam sebulan;
c. RJpat Panitia adhoc DRD melaksnakan rapal sesuai ke;:,erluan;

(2) K.eputusan tertinggi DRD berada pada rapat paripurna DRD
(3) 1 'l:lnitia Ad Hoc dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas khusus yang bertanggungjawah 

i<.e,Jada ketua DRD; 
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(4) Dalarn mclaksanakan tugasnya Ketua, Wakil 1'..�tua, Sekretaris dan anggota DRD wajib
nenetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizc,ntal

(5\ ">e!<retaris wajib menyarnpaikan laporan tept pada waktunya kepada ketua yr..n3 
,clanjutnya diolah scbagai bahan laporan kctua kepada Gubcmur. 

. 

.. 

Pasal 15 

( 1) K�t..ia DRD dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan huLungan kcrja <,ecar2
fungsional dengan instansi lain.

\.2) Jntuk pelaksanaan hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 
�esuai dengan kctcntuan yang bcrlaku 

BABV 
KETENTUAN PE'I\JUTUP 

Pasal 16 

t}) ['.:!rgan ditetapkanya Peraturan ini Keputusan Gubemur Daerah fatimewa Yogyakarta Nomor 
l 8'/.'SK/1999 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Teknologi dan Inovasi Yo�rakarta 
d1,1� alakan tidak berlaku. 

(2) 1-!al-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaanny:i ak�n
riicihrr oleh Ketua DRD sesuai dengan Pedoman Pembentukan dan penyelenggar<4ll1 DRD
yan� dikeluarkan oleh DRN.

Pasal 17 

Per&t..uan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agcr �etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 1111 dengan 
pwP,mra:annya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

• NGKU BUWONO X �

�EJ l A DAERHu, n.V! il"-.H LJ.n.DRAH JSTJMEWA YQGYAKARTA 
TAHTJN2006 NOMOR -2.1 . .<1 SERI -
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LAMPIRAN 

PERA TURAAN GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAl<ART/\ 

NOMOR .tt.,.19 ·r,�l{t/N .?c1"6 

TANGGAL : I A cutr�.r <:.,1"'

BAGAN ORGANISASI 

DEWAN RISET DAERAH 

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

�------� 

KETUA 

WAKILKETUA 

'-----�---

I 

SEKRET ARlS 

----

ANGGOTA 

GUBERNUR 

TIMEWA YOGYAKARTA, 

6 


	001
	002
	003
	004
	005
	006

